
 
 
 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL 

 
Tahun : 2009             Nomor : 8 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR  8  TAHUN  2009 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN 

LELANG PENGADAAN BARANG/ JASA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
   

BUPATI TEGAL, 
 
Menimbang  : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi 
Dokumen Lelang Pengadaan Barang/ Jasa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2002 Nomor 08) ; 

  b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 tentang 
Retribusi Dokumen Lelang Pengadaan Barang/ 
Jasa bertentangan dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah, sehingga perlu 
dicabut ; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan 
huruf b, perlu menetapkan  Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 
Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanaan 
Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit 
Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten 
Tegal ;  

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3213) ; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah       
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048)   ;  
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha tidak Sehat  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817) ; 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821) ; 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih  
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389) ; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;    
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten  
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3321) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan ; 

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah ;   

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 
Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2005 Nomor 35) ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 13) ; 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 17) ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi 
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 21) ;   

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN TEGAL 

 
DAN 

 
BUPATI TEGAL 

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 05 
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI 
DOKUMEN LELANG PENGADAAN 
BARANG/ JASA. 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2002 tentang 
Retribusi Dokumen Lelang Pengadaan Barang/ Jasa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 08), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. 
 
 
   Ditetapkan di Slawi  
   pada tanggal 22 Mei 2009 
 

  BUPATI TEGAL, 
 
          Cap. Ttd 

 
 AGUS RIYANTO 

 
Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 22 Mei 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL 
 
                          Cap. Ttd 
 
                    SRIYANTO HP 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009                     
NOMOR 8                  
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